
 
 

 

1 

 

 

        DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
                   KABUPATEN PURWAKARTA 

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta 
 

 

 
RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN 

PURWAKARTA DALAM RANGKA 
PENYAMPAIAN  LAPORAN 

KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN 
BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 
2017. 

 

 
HARI  : JUMAT; 

TANGGAL : 06 APRIL 2018; 
PUKUL  : 08.30 WIB; 

TEMPAT : RUANG RAPAT UTAMA DPRD KAB. PURWAKARTA. 
 

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM 
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. 
 

SAMPURASUN 
 

YTH. SDR. PENJABAT BUPATI PURWAKARTA; 

YTH. SDR. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA; 

YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA  

YTH. SDR. DAN YON ARMED 9 PASOPATI; 

YTH. SDR. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  PURWAKARTA; 

YTH. SDR. DAN MEN ARMED 2 STHYRA YUDA; 
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YTH. SDR. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA; 

- PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DAN PARA KEPALA 

DESA YANG KAMI HORMATI. 

- PARA TOKOH MASYARAKAT, PEMUKA AGAMA, PIMPINAN 

LSM, PIMPINAN PARTAI POLITIK, INSAN PERS DAN ORMAS 

YANG KAMI HORMATI. 

- PARA ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI 

HORMATI. 

 

 

TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR 

KEHADIRAT ALLAH SWT,  ZAT YANG MAHA TINGGI PEMILIK 

KESEMPURNAAN HAKIKI, PEMBERI NIKMAT YANG TAK TERBATAS  

DAN HANYA ATAS IJIN-NYA,  PADA HARI INI KITA MASIH 

BERKESEMPATAN UNTUK BERSILATURAHIM PADA PELAKSANAAN 

ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD PENYAMPAIAN LAPORAN 

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN 

ANGARAN 2017. 
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RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN  
 

SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, 

BAHWA PARA ANGGOTA DPRD, TELAH HADIR DAN 

MENANDATANGANI DAFTAR HADIR, SEBANYAK 30 (TIGA PULUH)  

ORANG. 

 

DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN TATA CARA RAPAT SEBAGAIMANA 

DI ATUR DALAM PASAL 118 AYAT (1) HURUF C PERATURAN DPRD 

NOMOR 1 TAHUN 2017 ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 

1 TAHUN 2014, TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN 

PURWAKARTA, RAPAT DIHADIRI OLEH LEBIH DARI ½ (SATU 

PERDUA) JUMLAH ANGGOTA DPRD UNTUK RAPAT PARIPURNA DPRD. 

 

MAKA DIAWALI UCAPAN : “BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM” 

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, 

JUMAT TANGGAL 06 APRIL 2018,  KAMI NYATAKAN : 

   

===============  DI  B U K A ================ 

============= KETUK PALU 1 KALI ============= 

   

PERLU KAMI BERITAHUKAN BAHWA SESUAI JADWAL DAN ACARA 

RAPAT YANG DITETAPKAN BADAN  MUSYAWARAH, SUSUNAN ACARA 

RAPAT PARIPURNA INI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 
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I. PEMBUKAAN; 

II. PENYAMPAIAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017; 

III. DO’A / PENUTUP. 

 

I. PEMBUKAAN 

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA DENGAN 

DILAKSANAKANNYA PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH 

ATAU BUPATI, MAKA HUBUNGAN KERJA BUPATI DENGAN DPRD 

MENGALAMI PERUBAHAN YANG CUKUP MENDASAR 

DIBANDINGKAN KETIKA BUPATI DIPILIH DAN 

BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DPRD.  

  

PEMILIHAN LANGSUNG TELAH MENYEBABKAN ADANYA 

KESETARAAN DAN KEMITRAAN HUBUNGAN ANTARA BUPATI 

YANG MENJALANKAN FUNGSI EKSEKUTIF DENGAN DPRD  YANG  

MENJALANKAN  FUNGSI  LEGISLATIF DALAM  
 

MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH. KONDISI 

TERSEBUT MENJADI LANDASAN TERBENTUKNYA HUBUNGAN 

CHECKS AND BALANCES YANG LEBIH SEIMBANG ANTARA 

BUPATI DENGAN DPRD.  

 

DALAM KONTEKS ITU, MAKA  KEPALA  DAERAH ATAU BUPATI 

BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN 
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PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPADA DPRD. SESUAI 

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DIJABARKAN LEBIH LANJUT 

MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 

TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN 

DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN 

PERTANGGUNGJAWABAN   KEPALA  DAERAH   KEPADA DPRD 

DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KEPADA MASYARAKAT. 

PADA PENJELASAN UMUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 

TAHUN 2007 TERSEBUT, DIUNGKAPKAN BAHWA TUJUAN DARI 

PENYAMPAIAN LKPJ, ADALAH  UNTUK TERWUJUDNYA 

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH SEJALAN DENGAN UPAYA 

MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, 

BERTANGGUNGJAWAB SERTA MAMPU MENJAWAB TUNTUTAN 

PERUBAHAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN 

PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK.  

SEMENTARA ITU, MENGENAI RUANG LINGKUP, MATERI DAN 

MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN 
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ANGGARAN, DIDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 

TAHUN 2007 TERSEBUT, DIATUR SEBAGAI BERIKUT : 

 

PASAL 15 : BAHWA RUANG LINGKUP LKPJ MENCAKUP 

PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, 

TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM 

PEMERINTAHAN.   
 

 

 PASAL    18 : DAN PASAL 19 MENGATUR MENGENAI  MUATAN 

MATERI, YAKNI BAHWA MATERI LKPJ SEKURANG-

KURANGNYA MENJELASKAN TENTANG : 

 

a. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH 

DAERAH, MELIPUTI VISI, MISI, STRATEGI, 

KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH; 

 

b. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA 

MAKRO, MELIPUTI : 

 

1) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

MELIPUTI INTENSIFIKASI DAN 

EKSTENSIFIKASI, TARGET DAN REALISASI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERMASALAHAN 

DAN SOLUSI; DAN 
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2) PENGELOLAAN BELANJA DAERAH MELIPUTI 

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN, TARGET DAN 

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PERMASALAHAN DAN 

SOLUSI. 

 

c. PENYELENGGARAAN URUSAN 

DESENTRALISASI MELIPUTI : 

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN 

URUSAN PILIHAN. 

 

d. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

MELIPUTI : 
  

1) TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA, DARI 

PEMERINTAH; 

2) TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI 

PEMERINTAH PROPINSI  DAN 

3) TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 

KEPADA DESA; 

e. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM 

PEMERINTAHAN MELIPUTI : 
 

1) KERJASAMA ANTAR DAERAH; 

2) KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA;  
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3) KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI 

DAERAH ; 

4) PEMBINAAN BATAS WILAYAH; 

5) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

BENCANA; 

6) PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS YANG 

MENJADI KEWENANGAN DAERAH; 

7) PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM; DAN 

8) TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH 

DAERAH; 
 

 

SELANJUTNYA MENGENAI MEKANISME PEMBAHASAN DIATUR 

MELALUI KETENTUAN PASAL 23, ANTARA LAIN BAHWA  LKPJ 

DISAMPAIKAN OLEH BUPATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD. 

II. PENYAMPAIAN LKPJ. 
 

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN. 

 

PERLU DIKETAHUI BAHWA LKPJ BUPATI TAHUN 2017 YAITU 

TELAH DISAMPAIKAN PER-AKHIR SEMESTER I (SATU) ATAU 

KURUN WAKTU JANUARI S/D JUNI 2017 PADA RAPAT 

PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ AKHIR 
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MASA JABATAN BUPATI TAHUN 2013 - 2018 TANGGAL 13 

OKTOBER 2017, MAKA UNTUK ITU  YANG MENJADI MATERI 

POKOK DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH LAPORAN 

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI ADALAH 

LKPJ PER AKHIR SEMESTER II ATAU KURUN WAKTU BULAN JULI 

S/D DESEMBER 2017. 

BERIKUTNYA MARILAH KITA IKUTI SECARA SEKSAMA ACARA 

KEDUA, YAITU PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI TAHUN 2017 PER 

AKHIR SEMESTER II ATAU KURUN WAKTU BULAN JULI S/D 

DESEMBER 2017. 

KEPADA SAUDARA PENJABAT BUPATI, KAMI PERSILAHKAN 

_________ 

 
 

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA PENJABAT BUPATI YANG 

TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN LKPJ AKHIR TAHUN 

ANGGARAN 2017, KAMI PERCAYA BAHWA REKAN REKAN 

ANGGOTA DEWAN TELAH DAPAT MEMAHAMI ISI DAN MAKNA 

DARI LKPJ TERSEBUT, YANG SECARA GARIS BESAR 

SISTEMATIKA PENULISANNYA TELAH SESUAI DENGAN AMANAT 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007. 

 

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN. 
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SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPAIKAN KETENTUAN PASAL 23 

AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007,  

YANG INTINYA MENYEBUTKAN BAHWA LKPJ  AKHIR TAHUN 

ANGGARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PENJABAT 

BUPATI, DIBAHAS OLEH DPRD SECARA INTERNAL SESUAI 

DENGAN TATA TERTIB DPRD. PADA PENJELASANNYA 

MENYEBUTKAN BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN DIBAHAS 

OLEH DPRD SECARA INTERNAL ADALAH PEMBAHASAN YANG 

DILAKUKAN OLEH PANITIA YANG DIBENTUK OLEH DPRD SESUAI 

DENGAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD.  DENGAN DEMIKIAN 

INSYA ALLAH KAMI AKAN MEMBENTUK PANITIA KHUSUS YANG 

DIBERI TUGAS UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA 

SEKSAMA TERHADAP LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 YANG 

TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA PENJABAT BUPATI DALAM 

RAPAT PARIPURNA HARI INI.  

 

 

III.  DO’A / PENUTUP. 
 

 

 

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI. 
 

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO’A / 

PENUTUP, DALAM MELAKSANAKAN ACARA INI, KAMI MOHON 

BANTUAN SAUDARA HAKIM MUSLIM UNTUK MEMIMPIN 
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PEMBACAAN  DO’A, DIPERSILAHKAN -

__________________________________ 
 

TERIMAKASIH, SEMOGA DO’A KITA SEKALIAN DIKABULKAN 

OLEH ALLAH  SWT.  AMIN. 
 

AKHIRNYA KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN 

TERIKMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SEMUA 

PIHAK YANG TELAH BERKENAN HADIR PADA ACARA INI,      
 

MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG KURANG 

PADA TEMPATNYA. 
 

DENGAN UCAPAN “ALHAMDULILLAHIRROBIL’ALAMIN” 

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA 

HARI INI, JUMAT TANGGAL 6 APRIL 2018, KAMI NYATAKAN : 

  

==============  DI  TUTUP   ============== 

===========  KETUK PALU 3 KALI ============ 
 
BILLAHITTAUFIK WAL HIDAYAH 
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 

SEKRETARIS, 
 

 
 

Drs. AKUN KURNIADI, MM 

KETUA, 
 

 
 

SARIF HIDAYAT 

ttd ttd 
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